ORGAMISAS! DAN TATA KERJA BEXRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RARYAT DAERAH DAN STAF AHLI
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KOTA PARANAN

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR: 2 TAHUN 2008

TENTANG
"ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH,

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA

WALTKOTA PARIAMAN,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sebagai

" pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah serta penjabaran dari Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka
perlu dilakukan langkah-langkah penguatan urusan yang menjadi
kewenangan daerah, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja
kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik;

bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik perlu didukung
dengan kelembagaan perangkat daerah yang proporsional sesuai
dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah, kemampuan dan
kondisi obyektif daerah; :

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang.
Organisasi dan Tala Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun 1998 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota
Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Rl Tahun
2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4187);
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Menetapkan

4.

10.

1.

UndangsUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rl
ng? 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
948},
Undang-Undang Nomor 33. Tahun 2004 fentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
{Lembaran Negara R| Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara RINomor 4593},
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemernintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor4737);
Peraturan Pemerintah Nomeor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4741);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2005 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten/Kota,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Bentuk dan Jenis Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

dan
WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN

. PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN TENTANG ORGANISAS| DAN

TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DERAH DAN STAF AHLI.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerahini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pariaman;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Walikota adalah Walikota Pariaman;

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pariaman:

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD,
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman sebagai
unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Dagrah Kota Pariaman;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pariaman:

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman:;

9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman;

10. StafAhliadalah Staf Ahli Walikota Pariaman;

11. Perangkat Daerah Kota adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Sekretariat
Daerah, Sekrefariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;

12. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai
bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur;

13. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan
pelaksanaan kegiatan suatu organisasi;

14. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang
menjadi hak dan kewajiban setiap fingkatan danfatau susunan
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut
yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani,
memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;

15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

oo =~

BAB II
PEMBENTUKAM

Pasal 2

Dengan Persturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli.
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BAB il
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Sekretariat Daerah
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah merupakan Unsur Staf.

(2) Sekretariat Daerah mempunyai Tugas dan Kewajiban membantu Walikota calam
menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah,

(3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan Tugas dan Kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;

pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

(4) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

(5) Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Poo o

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 4
(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdini dari :
a. Sekretaris Daerah;
b. AsistenTataPraja;
¢. AsistenAdministrasi dan Pembangunan;
d. Kelompok Jabatan Fungsional,
(2) Asisten berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dagrah;
(3) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan bagian-
bagian
a. Asisten Tata Prajamembawahkan
1. BagianPemerintahan, terdiri dari:
(a) SubBagian Tata Pemerintahan;
(b) SubBagian Otonomi& Hubungan KerjasamaAntar Daerah;
(¢) SubBagianPertanahan.
B Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008
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2. Bagian Hukum dan Organisasi, terdiri dari :
(a) SubBagian Perundang-undangan;
(b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
(€) SubBagian OrganisasidanAparatur.
3. Bagian Humas, terdiri dari :
{a) SubBagian Pemberitaan;
{b) SubBagian Dokumentasidan Perpustakaan;
(c) SubBagianKemitraan.
b. AsistenAdministrasi dan Pembangunan membawahkan ;
1. Bagian Umum, terdiridari :
(a) SubBagian Tata UsahadanArsip;
(b} SubBagian Rumah Tangga dan Protokol:
(c) SubBagian Keuangan.
2. Bagian Ekonomidan Pembangunan, terdiridari:
(a) Sub BagianPerekonomian;
(b) Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
(c) SubBagian Evaluasidan Pelaporan.
3. Bagian Kesefahteraan Sosial, terdiridari ;
(a) SubBagianAgamadan Pendidikan;
(b) SubBagian Kepemudaan;
(c) SubBagian Kesehatandan Sosial.

(4) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten:

(5) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian;

(6) Kelompok Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris Daerah;

(7) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran| Peraturan Daerahini.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal §

(1) Sekretarial Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat
DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.

(2) Sekrefariat Dewan Perwakilan Rakyal Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang
diperiukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
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(3)

(1)

(2)

(4)

(5)

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas
sebagaimanadimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraanadministrasi keuangan DPRD;
¢. penyelenggaraanrapat-rapat DPRD; dan
d. penyediaandan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Dewan.
Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 6
Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
a. Sekretaris Dewan;
b. BagianUmum;
c. Bagian Sidangdan Risalah;
d. BagianHukum danHumas;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan sub-sub
bagian:

~a. Bagian Umum, membawahkan :

1. SubBagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;

2. SubBagian Keuangan.
b. Bagian Sidangdan Risalah, membawahkan :

1. SubBagian Sidang;

2. SubBagianRisalah.
c. BagianHukumdan Humas, membawahkan :

1. SubBagian Hukum;

2. SubBagian Humas dan Protokol.
Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan;
Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin cleh
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bagian;
Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimanatercantum dalam Lampiran || Peraturan Daerah ini.

B Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008

6



ORGANISAS DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH,
SEHRETARIAT DEWAN PERWANILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI

Bagian Ketiga
Staf Ahli
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

(1) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil;
(2) Tugas dan Fungsi Staf Ahli Walikota ditetapkan oleh Walikota di luar tugas dan fungsi

perangkat daerah;
(3) Staf Ahli dalam pelaksanaan fugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh

Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Nomenklatur Staf Ahli

Pasal 8
Nomenklatur Staf Ahli, terdiri dari :
Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
Staf Ahli Bidang Pembangunan;
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
StafAhli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pap o

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9
(1) Masing-masing kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas satuan organisasinya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
(3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
(4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-
undangan;
(6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
BAB V
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 10

Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf
Ahti ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
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BAB VI
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Pertama
Eselon

Pasal 11

(1) Sekretaris Daerah adalah jabatan strukturai eselon ia.
(2) Sekretaris DPRD adalah jabatan struktural eselon llb.
(3) Asisten adalahjabatan struktural eselon iib.
(4) StafAhli adalah jabatan struktural eselon lib.
(5) Kepala Bagian di lingkungan sekretariat daerah dan sekretariat DPRD adalah jabatan

struktural eselon flla.
(6) Kepala Sub Bagian di fingkungan sekretariat daerah dan sekretariat DFRD adalah

jabatan struktural eselon lva.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 12
Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala Bagian
dan Kepala Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta
dengan instansiiain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 14

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan
bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperiukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

(2} Setiap pimpinan satuan organisasi berfanggungjawab memimpin dan mengoordinasian
bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjux bagi pelaksanaan
tugas bawahannya;

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dar menyiapkan laporan berkala tepat

pada waktunya.
§ Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008
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Pasal 15
(1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib
diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan:
(2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan lacran wajib
disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.

Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas sefiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam
rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat
berkala.
BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Segala biaya yang dikeluarkan akibat disahkannya peraturan daerah ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dagerah,

Pasal 18

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Pariaman
Nomeor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan
dinyatakan tidak berlakulag;

(2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkandi : Pariaman
padatanggal :3Maret 2008

WALIKOTAPARIAMAN

MAHYUDDIN
Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008 |
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Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 3 Maret
SEKRETARIS DAE

8
KOTA PARIAMAN

rs. ASRIL NUR
Pembina Utama Muda
NIF. 410005020

Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008 Nomor 2
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BAGIAN SUSUNAN ORGANISASI

Lampilran | : Peraturan Daerah Kota Pariaman

SEKRETARIS DAERAH

Nomor

. 2 Tahun 2008

Tanggal : 3 Maret 2008

ASISTEN ADM & PEMBANGUNAN

1

|
BAG. EKONOMI DAN

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PARIAMAN
Kelompok Jabatan Fungsional
|
|
ASISTEN TATA PRAJA
. [ I |
Em. PEMERINTAHAN | | BAG. Iﬂﬂchw ORGA BAG. HUMAS
Besrsrs | L
SUB.BAGIAN SUB.BAGIAN
TATAPEMERN |— | PERUNDANG |— hﬁ%mﬁz
TAHAN UNDANGAN
SURBAGUN SUB.BAGIAN SUB.BAGIAN
OTONOM| DA HURLKGAN F— BANTUAN |~  |DOKUMENTAS! DAN
KERIASKE ANTAR DRERAH HUKUM PERPUSTAKAAN
SUB.BAGIAN SUB.BAGIAN = SUB.BAGIAN
| | ORGANISAS! :
PERTANAHAN DAN APARATUR KEMITRAAN
— Gl onandy
cennees it Koot

BAG, KESEJAH
BAG. UMUM PEMBANGUNAN TERAAN SOSIAL
| R o] ]
SUB.BAGIAN SUB.BAGIAN
TATAUSAMA | |— nwﬁmﬂwﬂhﬂz AGAMA DAN
DAN ARSIP PENDIDIKAN
SUB.BAGIAN SUB.BAGIAN
RUMAHTANGGA | |~ ADMINISTRAS| __“mmﬂmm,w%ﬁzz
DAN PROTOKOL PEMBANGUNAN
SUB.BAGIAN SUB.BAGIAN SUB.BAGIAN
KEUANGAN — EVALUASIDAN KESEHATAN DAN
PELAPORAN | SOSAL |

allkota Pariaman

Mahyuddin
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